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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  25  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN  
PERUMAHAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

Menimbang  :   a. bahwa untuk mewujudkan penataan dan pembangunan 
perumahan kumuh yang berkelanjutan di Kabupaten 
Bangka Tengah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat, 
perlu memberikan kemudahan melalui penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman dengan pola pemberdayaan 
masyarakat; 

 
b. bahwa agar pelaksanaan penataan dan pembangunan 

perumahan kumuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, perlu mengatur pedoman dalam 
pelaksanaannya; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Perumahan 
pada Kawasan Permukiman Kumuh; 

 
 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan  Provinsi    Kepulauan    Bangka    Belitung   
(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

 
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4739); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 

Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 204); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

dan 
 

BUPATI BANGKA TENGAH 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN 
PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN 
KUMUH. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya 
disebut SKPD Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkaitan dengan 
program penataan dan pembangunan pada perumahan dan 
permukiman kumuh dan merupakan tim yang dibentuk 
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

6. Instansi Vertikal Terkait adalah lembaga pemerintah 
kementerian/non kementerian dalam lingkup Kabupaten 
Bangka Tengah yang berkaitan dengan program penataan 
dan pembangunan pada perumahan dan permukiman 
kumuh dan merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

7. Rumah Tangga Sasaran Permukiman Kumuh yang 
selanjutnya disingkat RTS PK adalah pemilik rumah dalam 
4 (empat) klaster yang mendapat program penataan dan 
pembangunan perumahan dan permukiman kumuh yang 
ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Republik Indonesia. 

10. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang 
selanjutnya disebut Corporate Social Responsibility yang 
selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan 
untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

11. Kelompok Kerja Masyarakat yang selanjutnya disebut 
Pokjamas adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh 
masyarakat secara musyawarah dengan difasilitasi kepala 
desa/lurah yang ditetapkan melalui Keputusan Camat. 

12. Bank adalah Bank Pemerintah atau Bank swasta yang 
ditunjuk untuk memberikan modal dalam rangka 
pembiayaan penataan dan pembangunan rumah kumuh di 
Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
Maksud Penataan dan Pembangunan Perumahan pada 
Kawasan Permukiman Kumuh adalah mendorong masyarakat 
berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni 
dan/atau lingkungan yang sehat serta aman secara 
partisipasif. 
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Pasal 3 
 

Penataan dan Pembangunan Perumahan pada Kawasan 
Permukiman Kumuh bertujuan untuk : 
a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 

permukiman kumuh; 
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

sehingga ada rasa memiliki; 
c. meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap 

kondisi lingkungan sekitar: 
d. membangun rumah layak huni dengan lingkungan yang 

sehat serta aman. 
 

 
Pasal 4 

 
Sasaran Penataan dan Pembangunan Perumahan pada 
Kawasan Permukiman Kumuh adalah RTS PK yang telah 
ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

 
 

 
Pasal 5 

 
Ruang lingkup Penataan dan Pembangunan Perumahan pada 
Kawasan Permukiman Kumuh  adalah kegiatan pembangunan 
rumah yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, 
yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

 
 

BAB III 
PRINSIP DASAR DAN POLA PENYELENGGARAAN 

 
Pasal 6 

 
Prinsip dalam Penataan dan Pembangunan Perumahan pada 
Kawasan Permukiman Kumuh adalah: 
a. bersifat tanggap yaitu merupakan program yang tanggap 

akan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan 
pendapatan dan kualitas hidup masyarakat; 

b. mandiri yaitu kegiatan yang dilakukan secara sendiri oleh 
masyarakat; 

c. transparan yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara 
terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat 
dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh 
semua pihak; dan 

d. dapat dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan kegiatan 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh 
lapisan masyarakat. 
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Pasal 7 
 
Pola penyelenggaraan dilakukan oleh masyarakat secara 
mandiri dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui 
Pokjamas, SKPD Terkait dan Instansi Vertikal Terkait. 

 
 

BAB IV 
FASILIITAS YANG DIBERIKAN 

 
Pasal 8 

 
(1)  Dalam pelaksanaan Penataan dan Pembangunan 

Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh, 
Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam hal: 
a. bantuan sertifikat hak milik gratis kepada RTS PK; 
b. bantuan pinjaman modal dari Bank dengan bunga, 

margin dan jangka waktu tertentu; 
c. perlindungan atas sengketa tanah; 
d. pembinaan dari Pemerintah Daerah; 
e. bantuan teknis perencanaan dan pendampingan 

pembangunan secara mandiri; dan 
f. pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) baik 

yang didanai dari APBD, APBD Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung, APBN maupun CSR. 

 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bunga, margin, dan 

jangka waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB V 

TAHAPAN PENYELENGGARAAN 
 

Pasal 9 
 
(1) Tahapan penyelenggaraan Penataan dan Pembangunan 

Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh meliputi : 
a. tahap persiapan; dan  
b. tahap pelaksanaan. 

 
(2)  Tahap persiapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri dari : 
a. sosialisasi; 
b. pembentukan kelompok kerja; 
c. penetapan RTS PK; 
d. pembuatan sertifikat; dan 
e. penandatanganan akad kredit. 
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(3)  Tahap pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari: 
a. pencairan dana; dan 
b. pelaksanaan pembangunan. 

 
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB VI 

WAKTU PELAKSANAAN 
 

Pasal 10 
 
Jangka waktu pelaksanaan Penataan dan Pembangunan 
Perumahan pada Kawasan Permukiman Kumuh dilakukan 
sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama RTS PK. 

 
 

BAB VII 
SUMBER PEMBIAYAAN 

 
Pasal 11 

 
 Sumber pembiayaan dapat meliputi: 

a. APBD; 
b. APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 
c. APBN; dan 
d. Sumber lainnya yang tidak mengikat meliputi : 

1. Dana mandiri masyarakat; dan  
2. CSR;  

 
 

Pasal 12 
 

(1)  Pembiayaan dari APBD berupa penyertaan modal 
dilakukan Pemerintah Daerah pada Bank dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 

 
(2) Besaran nilai nominal penyertaan modal Daerah, 

ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD setelah dibahas 
bersama dengan pembahasan Rancangan 
APBD/Perubahan APBD. 

 
(3)  RTS PK wajib mengembalikan dan menyetor pinjaman 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ke dalam 
rekening pembangunan perumahan pada Bank. 
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(4)  Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 
(5) Penunjukan Bank Pelaksana akan ditetapkan oleh 

peraturan bupati. 
 
 

 
BAB VIII 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Pasal 13 
 

(1)  RTS PK yang mendapatkan bantuan sebagai berikut: 
a. mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah; 
b. mendapatkan fasilitas pembinaan dari Pemerintah 

Daerah; 
c. mendapatkan bantuan CSR apabila ada;  
d. hak perlindungan atas sengketa tanah.   

 
 
 

Pasal 14 
 
(1)  RTS PK diwajibkan : 

a. mengikuti penataan perumahan kumuh; 
b. mengikuti desain rumah yang ditetapkan; 
c. tidak melakukan perubahan bentuk/desain yang telah 

ditentukan kecuali setelah mendapat izin dari Satuan 
Kerja yang menangani urusan pemukiman dan 
perumahan; 

 
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban diatur 

dengan Peraturan Bupati 
 
 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 15 

 
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c, dikenai 
sanksi administratif. 

 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 
a. peringatan tertulis; dan 
b. pembongkaran dan merubah bentuk semula dengan 

dana sendiri. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, 
diatur dengan Peraturan Bupati.  

 
 
 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 16 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 
                                           Ditetapkan di Koba 

  pada tanggal  16 Desember 2014 
 
 BUPATI BANGKA TENGAH, 
  
                   

       Cap/dto 
 

ERZALDI ROSMAN 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal  16 Desember 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
Cap/dto 
 
IBNU SALEH  
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 
209  

 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.25/2014) 
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